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ABSTRAK :  - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memberikan 
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan 
produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan 
barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan 
Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan 
Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 
No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 23 Tahun 
2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 
Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 
2020 No. 98), Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046) 
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 
No.1300), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana 
telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), 
Permenkeu RI 62 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 472).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan imbalan atas 
barang dan jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan 
Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
kepada pengguna layanan, yang terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan 
penunjang. Warga negara asing dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh 
lima persen) dari tarif layanan dan Terhadap pengguna layanan tertentu dan/atau 
kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) 
dari tarif layanan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung 
sejak tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2024 dan diundangkan pada 
tanggal 6 Juni 2024. 

  - Lampiran Hal 8 

    

 


